
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1955, 2017 KEMENDAGRI. Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintah.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

                          NOMOR 137 TAHUN 2017      TAHUN 2017 

TENTANG 

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi 

pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, 

dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan 

kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dan desa di 

seluruh Indonesia; 

b. bahwa dengan adanya penataan daerah perlu dilakukan 

pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah 

administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan kelurahan dan desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 

2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data 

Wilayah Administrasi Pemerintahan 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006  tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5475; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717);                                                                               

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN 

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
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dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin 

oleh Camat. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah  kepala Desa  atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu  perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa 

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 

9. Penataan Daerah adalah upaya mewujudkan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 

Pembentukan dan Penyesuaian Daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan 

pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan 

menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

10. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas 

wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka  

yang merepresentasikan wilayah administrasi 

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, 

www.peraturan.go.id



2017, No.1955 
-5- 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa 

atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan 

seluruh Indonesia. 

11. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data 

dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas 

wilayah dan jumlah penduduk. 

12. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan 

bersifat angka atau sistem angka. 

13. Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9, dan 

setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak 

merujuk pada sistem desimal. 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. kode wilayah administrasi pemerintahan; 

b. data wilayah administrasi pemerintahan; dan 

c. pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi 

pemerintahan. 

 

Pasal 3  

(1) Kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah 

kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan 

diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Pemberian kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah 

kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 

(3) Pemberian kode dan data wilayah daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 

(4) Pemberian kode dan data wilayah kecamatan dan 

kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 

memperoleh rekomendasi dari unit kerja yang menangani 

tugas penataan kecamatan dan kelurahan pada Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 
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